BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1   Sejarah Singkat Perusahaan 


Sejak ide-ide perkoperasian dikenalkan oleh Patih Purwokerto R. Aria Wiratmadja hingga saat ini keberpijakan  pemerinta terhadap keberadaan koperasi selalu nampak jelas, ini dibuktikan dalam perjalanan sejarah pemerintah Indonesia selalu menetapkan koperasi secara proposional dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pemberdayaan koprasi di tengah-tengah masyarakat.


Perkembangan koperasi baik di kota bandung baik secara nasional, selain didukung secara yuridis juga secara histories di kota Bandung sebelum masa kemerdekaan telah berdiri pelopor-pelopor. Dengan adanya pelopor koperasi tersebut memiliki peranan yang sangat strategis dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan juga telah dapat mengurangi ketergantungan teradap para renternir yang menerapkan suku bunga yang sangat tinggi.


Peranan ini terus meningkat dan berkembang sampai dengan saat ini. Sebagai puncaknya perkembangan koperasi adanya keputusan hasil kongres Tasikmalaya  tahun 1947, yang diantaranya menetapkan tanggal 12 juli sebagai hari koperasi dan harus di peringati setiap tahunnya oleh segenap warga koperasi.


Keberhasilan pembangunan koperasi di kota Bandung sampai dengan periode 1998 , secara nasional telah di anugrahkannya “ Satya Bakti Koperasi” oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI kepada Walikota Bandung Bapak Wahyu Hamijaya, Pengakuan atas keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kejasama yang baik ini perlu terus di pertahankan dan ditingkatkan.

Sebelum  diberlakukan nya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah. Dinas Koperasi memiliki nama kantor depatemen koperasi.pengusaha kecil dan menengah kota Bandung merupakan instansi vertical dengan belakunya studi-studi otonomi daerah penetapan peaturan daerah (Perda) kota Bandung No.5 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Koperasi Kota Bandung tahun 2001, pada tanggal 7 Maret 2001, maka nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Koperasi Kota Bandung.


Perkembangan koperasi di luar negeri :

1. Inggris 

Pelopor koperasi di inggris antara lain adalah Robert owner, Charles Howard, Wiliam King, jhon bent, dan Samuel Asword. Koperasi rochdale merupakan pelopor gerakan koperasi konsumsi pertama. Koperasi pertama didirikan oleh 28 orang buruh pabrik tekstil yang sepakat mendirikan sebuah took. Mereka secara bersama-sama mengelola took tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Usaha itu dilakukan untuk menjamin mereka mendapatkan persedian makanan murah .

2.   Jerman 

Sekitar tahun 1845 ketika inggris dan prancis telah mencapai kemajuan dalam bidang industri , jerman mengalami keadaan sebaliknya.

Barang-barang industri inggris dan prancis yang di impor ke jerman memberikan tekanan yang berat terhadap perkembangan industri di jerman penderitaan itu terlalu berat oelh rakyat karena para petani hanya menggantungkan hidup mereka dari hasil taninya. Waktu itu tampil seorang pelopor yang bernama F.W. Raiffeisen yang menjabat sebagai walikota di Flammersfield. Ia menganjurkan agar kaum tani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Setelah melalui rintangan-rintangan, akhirnya raiffreisen berhasil mendirikan perkumpulan  koperasi dengan beberapa pedoman kerja.

3. Denmark


Denmark adalah salah satu Negara yang dapat menjadi contoh yang baik dalam menyelenggarakan koperasi. Denmark telah mencapai kemajuan yang mengagumkan dalam berkoperasi yang oleh Drs. Moh. Hatta di sebut dengan Republik koperasi. Koperasi tersebut telah menyatukan usaha-usaha pertanian yang berskala kecil sedemikian rupa sehinggan baik dalam cara produksi dilaksanakan dengan baik. Sampai tahun 1952, jumlah anggota koperasi di Denmark mencapai 1 juta  orang yang terdiri dari lebih kurang 30% penduduk seluruh negeri.

4.  Amerika Serikat 

Koperasi pertama yang tumbuh di Amarika berdiri pada tahun 1752 atas prakarsa Benjamin Franklin yang mendirikan Philadelphia Contribution for The Insurance of The House from Loss by Fire. Pada awal tahun 1880 mulai terjadi pertumbuhan yang pesat dari perkumpulan-perkumpulan koperasi petani gandum, persatuan petani sayur dan buah-buahan, produsen wool dan persatuan peternak susu. petani-petani dalam perkumpulan ini percaya bahwa dengan melakukan pemasaran mereka akan mendapatkan harga jual yang lebih pantas. Lebih dari 2.600 perkumpulan koperasi berdiri antara tahun 1863-1939.

2.2   Struktur Organisasi Dinas Koperasi kota Bandung

Dalam suatu perusahaan diperlukan suatu struktur organisasi yang menatur tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari setiap bagian.

Struktur organisasi pada Dinas Koperasi kota Bandung diatur  dengan Memperhatikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 05 tahun2001 mengenai bagan Struktur organisasi.Dinas Koperasi adalah pelaksana tugas dan fungsi pemerintah kota bandung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Koperasi, adapun struktur organisasi itu adalah sebagai berikut:

Kantor Dinas Koperasi dipimpin oleh seorang kepala

Kantor Dinas Koperasi kota Bandung terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha

2. Sub Dinas Kelembagaan Koperasi

3. Sub Dinas Pengembangan Koperasi

4. Sub Dinas Fasilitas 

5. Sub Dinas Usaha Kecil

Adapun Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Kepegawaian 

c. Sub BagianKeuangan

2. Sub Dinas Kelembagaan Koperasi terdiri dari:

a. Seksi Organisasi dan Tata Usaha

b. Seksi Pendaftaran dan Pemilihan

c. Seksi Data dan Informasi 

3. Sub Dinas Pengembangan Koperasi terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Konsumsi

b. Seksi Distribusi dan aneka jasa

c. Seksi Pemasaran dan Kemitraan

4. Sub Dinas Fasilitas terdiri dari:

a. Seksi Penilaian Pembayaran Simpan Pinjam

b. Seksi Permodalaan

c. Seksi Pengawasan KSP dan USP

5. Sub Dinas Usaha Kecil terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan usaha PKL

b. Seksi Pengembangan Usaha kecil Mikro non PKL

c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan
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2.3 Deskripsi Jabatan

A. Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi.

    
      Fungsi dan Tanggung jawab Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi:

      1.  Melaksanakan penataan kelembagaan Koperasi.

2. Melaksanakan  Penyusunan, penilaian, pendaftaran, perubahan, pembubaran dan pengesahan Badan Hukum Koperasi.

3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam penataan kelembgaan.

4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.

5. Melaksanakan penyiapan rencana program perkoperasian data dan informasi.

6. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melaporkan semua kegiatan Kepala Sub Dinas Kelembagaan kepada Kepala Dinas Koperasi.

8. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

A.1 Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana

      Fungsi dan Tanggung jawab Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana:

1. Memberikan Petunjuk teknis tentang struktur organisasi koperasi, alur perlengkapan oeganisai, dan uraian serta hubungan kerja di dalamnya.

2. Memberikan bimbingan terhadap pengelolaan administrasi pembukuan dan administrasi usaha koperasi.

3. menghimpun, menyimpan dan melakukan evaluasi hasil bimbingan ketatalaksanaan.

4. Melakukan penilaian klasifikasi koperasi dan mengeluarkan surat keputusan klasifikasi sebagai bahan acuan tingkat klasifikasi yang di peroleh.

5. Melakukan herregistrasi terhadap koperasi-koperasi yang berbadan hukum untuk inventarisir mengenai kelembagaannya.

6. Memberikan petunjuk teknis pengangkatan manager dan karyawan koperasi dan menyediakan format perjanjiannya.

7. Mengatur dan mendistribusikan pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi.

8. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.

9. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana kepada Kepala Sub Kelembagaan Koperasi.

11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi Organisasi dan Tatalaksana.

12. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

A.2  Kepala Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan

      Fungsi dan Tanggung jawab Kepala Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan:

1. Mengatur dan mengurus pendaftaran, pembuabaran, perubahan, dan pengesahaan Badan Hukum Koperasi.

2. Menyediakan Blanko/ berkas syarat-syarat pendirian Badan Hukum Koperasi.

3. Melakukan Penelitian dan penyusunan berkas permohonan pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

4. Mengajukan berkas yang telah disusun dan diteliti tersebut apabila telah sesuai dengan ketentuan untuk disyahkan oleh Kepala Dinas Koperasi atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.

5. Mengatur dan mengurus perubahan anggaran dasar koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Mempersiapkan dan mengiventalisir serta membantu proses perubahan anggaran dasar koperasi.

7. Mempersiapkan rencana petunjuk pelaksanaan peraturan di bidang koperasi.

8. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait  swasta dalam rangka pelaksanaan penyuluhan.

9. Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada koperasi dalam rangka penyelenggaraan permasalaan hukum.

10. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.

11. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan kepada Kepala Sub Kelembagaan Koperasi.

13. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

A.3 Kepala Seksi Data dan Informasi

      Fungsi dan Tanggung jawab Kepala Seksi Data dan Informasi:

1. Mengatur, megolah data dan informasi di bidang perkoperasian.

2. Melaksanakan pengumpulan data serta menyusun rencana perkoperasian mengenai kebijakan pemantapan kelembagaan.

3. Mempersiapkan penyusunan laporan perkoperasian sebagai hasil pembinaan.

4. Menyiapkan penyajian statistik dan dokumentasi data koperasi mengenai jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah simpanan. Modal sendiri, usaha koperasi, jumlah pengurus, volume usaha, modal luar, manager dan karyawan.

5. Menghimpun dan memelihara statistik dan dokumentasi data perkoperasian.

6. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.

7. Melaksanakan penyusunan rencana program pembinaan dan pembangunan perkoperasian.

8. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Data dan Informasi kepada Kepala Sub Kelembagaan Koperasi.

10. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Kepala Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi

      Fungsi dan Tanggung jawab Kepala Sub Dinas Pengembangan  Usaha Koperasi:

1. Memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang produksi.

2. Memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang Konsumsi.

3. Memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang aneka jasa.

4. Memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang pemasaran dan kemitraan.

5. Menganalisa dan menilai data teknis usaha koperasi di bidang produksi tata niaga hasil pertanian, perekonomian, perikanan, perternakan dan pariwisata hasil industri rakyat, distribusi, konsumsi, aneka jasa, pemasaran dan kemitraan.

6. Menyusun rencana program bimbingan teknis serta pengembangan usaha koperasi di bidang produksi dan tata niaga hasil pertanian , hasil industri rakyat, distribusi, konsumsi, aneka jasa, pemasaran dan kemitraan.

7. Melakukan pengaturan dan bimbingan teknis serta pengembangan usaha koperasi di bidang pengadaan dan pemasaran pangan dan non pangan dalam negeri yang di lakukan oleh koperasi serta mengikuti pelaksanaannya.

8. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.

9. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Melaporkan semua kegiatan Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi.

11. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B.1. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Konsumsi

Fungsi dan Tanggung jawab Kepala Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Konsumsi:

1. Mengumpulkan, memcatat dan mengklarifikasikan data teknis usaha koperasi di bidang produksi dan konsumsi, tata niaga hasil pertanian, peternakan, kehutanan, hasil industri/kerajinan rakyat.

2. Mempersiapkan bahan-bahan dan memberikan bimbingan teknis bagi usaha pengembangan usaha koperasi di bidang produksi dan konsumsi, tata niaga hasil pertanian, peternakan, kehutanan, hasil industri/kerajinan rakyat.

3. Mempersiapkan rencana dan program bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang produksi dan konsumsi, tata niaga hasil pertanian, peternakan, kehutanan, hasil industri/kerajinan rakyat.

4. Mempersiapkan perkembangan usaha koperasi dan memberikan bimbingan teknis dalam pengadaan pangan dalam negeri yang dilakukan oleh kopersi.

5. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.

6. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melaporkan semua kegiatan Sub Dinas Pengembangan Usaha Produksi dan konsumsi kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi.

8. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B.2  Kepala Seksi Distribusi dan Aneka Jasa

Fungsi dan Tanggung jawab Kepala Seksi Distribusi dan Aneka Jasa:

1. Mengumpulkan, mencatat dan mengklarifikasikan data teknis koperasi di bidang distribusi dan aneka jasa

2. Memp[ersiapkan bahan-bahan dan memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang distribusi dan aneka jasa.

3. Mempersiapkan rencana dan program bimbingan teknis serta pengembangan usaha koperasi di bidang distribusi dan aneka jasa.

4. Mempersiapkan pengembangan usaha koperasi dan memberikan bimbingan teknis pada koperasi di bidang distribusi dan aneka jasa.

5. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

6. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melaporkan semua kegiatan Seksi Distribusi dan Aneka jasa kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi.

8. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B.3 Kepala Seksi Pemasaran dan Kemitraan

Fungsi dan Tanggung jawab Kepala Seksi Pemasaran dan Kemitraan:

1. Mengumpulkan, mencatat dan mengklarifikasikan data teknis koperasi di bidang pemasaran dan kemitraan.

2. Memp[ersiapkan bahan-bahan dan memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang Pemasaran dan kemitraan.

3. Mempersiapkan, melaksanakan kegiatan bimbingan usaha antara koperasi dengan badab usaha lain dan instansi terkait.

4. Menyelenggarakan pelatihan rencana usaha koperasi.

5. Melaksanakan tuna usaha dan promosi.

6. Mengembangkan teknologi tepat guna bagi koperasi.

7. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

8. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Melaporkan semua kegiatan Seksi Pemasaran dan kemitaraan kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi.

10. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam

Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam:

1. Mengumpulkan dan mengelola data koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

2. Melaksanakan dan menjabarkan kebijaksanaan teknis laporan simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

3. Menyiapkan bahan-bahan teknis di bidang simpan pinjam.

4. Menyiapkan bahan-bahan penilaian , kesehatan simpan pinjam.

5. Menyiapkan bahan-bahan penelitian teknis simpan pinjam.

6. Menyiapkan bahan-bahan bimbingan, pembinaan, peningkatan permodalan usaha simpan pinjam.

7. Menyiapkan bahan-bahan untuk fasilitas dan penyaluran bantuan permodalan melalui perbankan, BUMN/BUMS dan lembaga keuangan lainnya untuk simpan pinjam.

8. Menyiapkan bahan-bahan pengawasan dana permodalan atas jasa administrasi pembukuan untuk simpan pinjam.

9. Menyiapkan bahan-bahan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan asas dan sendi dasar koperasi atas modal simpan pinjam.

10. Menyiapkan bahan fasilitasi jaringan usaha simpan pinjam.

11. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan laporan atas kelembagaan.managjemen, usaha data administrasi pengelolaan usaha simpan pinjam.

12. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan laporan keuangan hasil pengawasan dan permintaan simpan pinjam.

13. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

14. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Melaporkan semua kegiatan Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.1 Kepala Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Tugas dan Tanggungjawab Kepala Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam:

1. Melaksanakan pengumpulan. pengolahan data koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

2. Menyiapakan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

3. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang simpan pinjam.

4. Melakasanakan mentoringdan evaluasi usaha. Manajemen, kelembagaan dan administrasi pengelolaan simpan pinjam.

5. Melaksanakan penilaian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

6. Menyelenggarakan pelatihan teknis simpan pinjam.

7. Memfasilitasi jaringan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

8.  Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

9. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam kepada Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

11.  Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.2. Kepala Seksi Permodalan


Tugas Dana tanggung jawab . Kepala Seksi Permodalan:

1. Melaksanakan pengumpulan. pengolahan data permodalan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

2. Menyiapakan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis permodalan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

3. Melaksanakan bimbingan, pembinaan peningkatan permodalan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam.koperaasi.

4. Melasanakan penyaluran permodalan untuk koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

5. Memfasilitasi jaringan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi melalui perbankan, BUMN/BUMS dan lembaga keuangan lainnya.

6. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

7. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Permodalan kepada Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

9.  Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.3 Kepala Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Tugas dan Tanggung jawab Kepala Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam:

1. Melakuan pengawasan atas pengurusan administrasi pembukuan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

2. Melakuakan pemeriksaan atas pelaksanaan azas dan sendi dasar koperasi simpan pinjam dan unit simpan poinjam koperasi.

3. Menghimpun dan melakukan evaluasi hasil pemeriksaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

5. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam kepada Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

7.  Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Kepala Sub Dinas Usaha Kecil

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sub Dinas Usaha Kecil:

1. Menyusun rencana program di bidang fasilitas pembiayaan, memantapkan kelembagaan, usaha kecil penyuluhan, sistem distribusi, mengembangkan industri rumah tanggan, pemasaran dan teknolagi bagi usaha kecil.

2. Menyelenggarakan serta menyusun rencana dan menjabarkan kebijakan teknis dan memberikan bimbingan terhadap usaha kecil.

3. Melaksanakan pembinaan serta fasilitasi pembiayaan usaha kecil.

4. Melaksanakan serta peningkatan akses pemasaran bagi usaha kecil.

5. Melaksanakan serta peningkatan akses permodalan keperbangkan, lembaga keuangan non bank maupun BUMN.

6. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama usaha antar usaha kecil dengan usaha dengan badan usaha lainnya.

7. Melaksanakan penataan dan bimbingan kepada pedagang kaki lima (PKL).

8. Melaksanakan penataan pengembangan dan bimbingan kepada usaha kecil sektor informasi non PKL.

9. Mengembangkan kewirausahaan bagi usaha kecil.

10. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

11. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Melaporkan semua kegiatan Kepala Sub Dinas Usaha Kecil Kepada Kepala Dinas Koperasi.

13.  Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

D.1 Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima

Tugas dan Tanggungjawab Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima:

1. Melaksanakan bimbingan teknis administrasi keuangan 

2. Melaksanakan peningkatan akses permodalan

3. Melaksanakan peningkatan akses pemasaran.

4. Melaksanakan pengembangan pos ekonomi rakyat.

5. Melaksanakan pengembangan usaha kecil melalui inkubator bisnis.

6. Melaksanakan studi banding.

7. Melaksanakan pelatihan PKL.

8. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

9. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

10. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada Kepala Sub Dinas Usaha Kecil.

12. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

D.2. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil Mikro Non Pedagang Kaki Lima

Tugas  dan Tanggung jawab Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil Mikro Non Pedagang Kaki Lima:

1. Melaksanakan temu usaha antar PKL dan antara PKL dengan usaha Non PKL dan Badan usaha lainnya.

2. Melaksanakan magang.

3. Melaksanakan peningkatan atas permodalan.

4. Melaksanakan Peningkatan akses permodalan.

5. Mengembangkan industri rumah tangga.

6. Melaksanakan peraturan dan bimbingan kelembagaan  usaha kecil mikro dan pedagang kaki lima.

7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

8. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

9. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro Non PKL kepada Kepala Sub Dinas Usaha Kecil.

11. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

D.3. Kepala Seksi Pengembangan Kewirauashaan

Tugas dan Tanggungjawab Kepala Seksi Pengembangan Kewirauashaan:

1. Melaksanakan penyiapan sistem dan perangkat lunak pengembangan kewirausahaan.

2. Melaksanakan Pengembangan jaringan usaha kecil non formal.

3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi usaha kecil.

4.  Melaksanakan dsan mendistribusikan sarana belajar mandiri.

5. Melaksanakan Pengembangan akses pasar dan peningkatan pangsa pasar.

6. Melaksanakan temu usaha dan promosi.

7. Mengembangkan teknologi tepat guna bagi usaha kecil dan PKL.

8. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

9. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan kepada Kepala Sub Dinas Usaha Kecil.

11. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada  Koperasi, dimana didalam sub dinas permodalan melaksanakan beberapa kegiatan yang berupa pengumpulan investasi atupun penanaman modal penyertaan yang digunakan untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada di koperasi.

Di samping itu tugas seksi permodalan yaitu mengumpoulkan semua data dan mengelola, mengawasi serta penyusunan laporan berkenaan denagn penanaman modal penyertaan yang diberikan oleh pemodal 

Tujuan :  

1. memberikan kepastian hukum baik bagi koperasi maupun bagi pemodal    dan kejelasan arah bagi para pejabat pembina,dunia usaha dan masyarakat terutama gerakan koperasi, baik ditingkat pusat maupunt ditingkat daerah.

2. untuk  lebih mempertegas status dan kedudukan modal penyertaan pada koperasi dalam rangka memperkuat usaha koperasi.

3. meningkatkan keyakinan masyarakat dan gerakan koperasi akan manfaat melaksanakan pemupukan moal penyertaan.
Sasaran :

1. Terwujudnya koperasi yang memiliki struktur permodalan yang lebih kuat.

2. Terbukanya peluang bagi koperasi untuk memperluas kegiatan usaha.

3. Terbukanya keyakinan masyarakat dan gerakan koperasi akan manfaatnya melaksanakan pemupukan modal penyertaan.
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